PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAN PENBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jin Perwira No.184, Belakang Balok, Telp.(0752) 8100835, Kode Pos: 26136, Bukittinggi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 2€  /P3APPKB/I1-2021

TENTANG
PEMBENTUKAN FOCAL POINT/GUGUS TUGAS PENANGGUNG JAWAB
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
. DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI

Menimbang a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan

Gender di sctiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan strategi

pengintegrasian  gender melalul  perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan
program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

b. bahwa berdasarkan surat edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor
050/45/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 21 Januari 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun

2021

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks L ‘huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputuml .\ _:-:‘Z?J,__ T
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 'r:m.. 14}4 -- ‘
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota B #-:{ui .;."._'{;*‘ .:_I,n PR
Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gmﬁ or Kota Buk ,,u,“ gi
Tahun 2021,
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Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang P
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daera ._,,-; opinsi Suma

Mengingat

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tcnmng -,-'
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk )
Perempuan;
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3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkem
Kependudukan dan Pembangunan Kel - -1; 0a;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20 ﬁc,am_jgl ol
sebagaimana telah beberapa kali d i‘* % terakhir c
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan T
undang Nomor 23 Tahun 2014 te: ai._*n___i W er n
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5. Undang-undang Nomor 30
Pemerintah;
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

. 11.  Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2021;

12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Pembangunan Nasional: |

2. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Hendy B g 3T
BPPr&KB/2012 tentang Penyelenggaraan Data Gender —‘ﬁ
Provinsi dan Kabupaten/Kota; g7y

L.
X oy

3. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor JJ’“-F tentang

Penetapan Pejabat yang berwenang untuk men At
Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittingei
. Tahun Anggaran 2021. o
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KERA * Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas
Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2021 ey
-
keanggotaan var 14 ntum dalam Iz
KETIGA :
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2. Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD yang perspektif
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender
kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja.

4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD.

5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan
6.

kegiatan pada unit kerja dan
Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
ggzd?Anmmn Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggl Tahun Anggaran
KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.,

Ditetapkan di Bukittinggi
tanggal 14 icbruers, 2021

inas Pemberdayaan Perempuan dan
ungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
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[AMPIRAN: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR L ARS 4e . 26 [P PBAPPKE/ROL

TANGGAL W fbuare 202

SUSUNAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

TAHUN 2021
KEDUDUKAN
S AN TAMA DALAM FOCAL POINT
I Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Penanggung Jawab
__| Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 | Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Anggota
2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungangan Anak,
- || Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
| 3 | Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Anggota
Bidang Sosial Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
e Berencana
4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anggota
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
L{ Berencana
S | Staf Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Anggota

-
111111

K: A
Pﬂﬂil} Inge
IS

Ding «-ﬁmﬁ"‘fhcrdayaan Perempuan
Anak, Pengendalian Penduduk dan

cluarga Berencana Kota Bukittinggi

(‘ DIHS 144 Bl

S

o e e ._ »

# P e R A
'_H(j' r i |
. -

™ . e :.,.:. _!.. S : .‘_P_-'_I.r- e

B ST R — ———
m -~ N a 100 A
-""ﬁ-_l "-_ _": -.I i | 1__‘. ‘_j‘-ll..'-'|f-:'; ::
P. 19€ 0629 198302 2 001

Scanned by TapScanner




